
 
 

 
 

 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 
 

Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah; 

 

Mengingat    : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4237); 
 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 



 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4485); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6354); 



11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 

tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525); 
 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  
 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 181); 
 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54); 
 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA PERANGKAT DAERAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 



f. pelaksanaan pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen 

karya cetak dan karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah 

simpan karya cetak dan karya rekam; 

g. pelaksanaan penerbitan Katalog Induk daerah dan Penerbitan 

Bibliografi Daerah; 

h. pelaksanaan fumigasi bahan perpustakaan, control kondisi ruangan 

penyimpanan perpustakaan; 

i. pelaksanaan perawatan bahan pustaka; 

j. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno; 

k. pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan 

naskah kuno yang dimilik masyarakat untuk dilestarikan dan 

didayagunakan; 

l. pelaksanaan penganekaragaman naskah kuno mencakup kegiatan 

penelusuran, transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan) dan 

sejenisnya; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Pasal 248  

 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kedelapan Belas 

Dinas Kelautan dan Perikanan 

Pasal 249  

 

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah Provinsi. 

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi dan 

Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan 

dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kelautan, Konservasi 

dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya,  

Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan 

Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

d.  pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kelautan, 

Konservasi dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan 



Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, Cabang Dinas Kelautan dan 

Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

e.  penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi;  

        f.  pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; 

        g. penyampaian   Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah 

secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan 

 h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas: 

a. Sekretariat; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

d. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan; 

e. Bidang Perikanan Tangkap; 

f. Bidang Perikanan Budidaya; 

g. Bidang Pengolahan dan Pemasaran; 

h. Cabang Dinas Kelautan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

  Paragraf 1 

  Sekretariat 

Pasal 250  

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan 

rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, 

kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, 

serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-

bidang. 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait 

perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

c. penyiapan  bahan  dan  mengkoordinasikan  perencanaan  program 

kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka 

panjang perangkat daerah; 

d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen 

anggaran; 

e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;  

f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan   

Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah lingkup perangkat daerah; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja 

perangkat daerah; 



h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi 

birokrasi perangkat daerah; 

i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

j. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah; 

k. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

(3)   Sekretariat terdiri atas: 

a.  Sub Bagian Keuangan; dan 

b.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

Pasal 251  

 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan keuangan. 

(2)   Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  

Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 

b. pelaksanaan  verifikasi  dan  pertanggungjawaban  keuangan; 

c. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Pasal 252  

 

(1)  Sub   Bagian   Umum   dan   Kepegawaian   mempunyai   tugas   

melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan 

evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. 

(2)  Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Sub   

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:  

a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan 

pengadministrasian umum; 

b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga; 

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan pegawai; 

d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian; 

e. pelaksanaan iventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah 

di lingkungan dinas kelautan dan perikanan mulai dari rencana 

kebutuhan, pengadaan, penomoran iventaris, penyimpanan, 

pendistribusian, penggunaan, perawatan serta iventaris ruangan; 

f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, 

informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap 

seluruh jabatan; 

h. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit 

organisasi; 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 



 Paragraf 2 

Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan 

Pasal 253  

 

(1) Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, 

pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendayagunaan 

pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan sumberdaya hayati, 

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Kelautan, Konservasi dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendayagunaan pesisir dan 

pulau-pulau kecil, konservasi dan sumberdaya hayati, pengawasan 

sumberdaya kelautan dan perikanan; 

b. pelaksanaan Penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan 

dan pengendalian teknis aspek pengelolaan ruang laut sampai dengan 

12 mil di luar minyak dan gas bumi, penyusunan dan penetapan 

rencana zonasi atau materi teknis perairan pesisir dan pulau-pulau 

kecil, rehabilitasi dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau 

pulau kecil;  

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan reklamasi pantai, mitigasi 

bencana alam dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut termasuk 

sumberdaya alam di wilayah laut;  

d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pulau-

pulau kecil meliputi pengembangan gugus pulau, penataan 

lingkungan, penguatan masyarakat adat dan lokal, dan 

pendayagunaan pulau-pulau terluar; 

e. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pendayagunaan pesisir 

meliputi pesisir terpadu, restorasi pesisir, reklamasi dan 

pengembangan kawasan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan 

iklim;  

f. pelaksanaan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, 

Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan;  

g. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi 

aspek pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;  

h. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan 

menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 

bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek pendayagunaan 

pesisir dan pulau-pulau kecil;  

i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

penataan, pengelolaan dan pengendalian teknis aspek kawasan 

konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati;  

j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perlindungan, pelestarian 

keanekaragaman, pemanfaatan konservasi dan keanekaragaman 

hayati, serta kemitraan dan pengembangan sarana prasarana 

konservasi;  



k. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan, pemetaan 

dan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan 

sumberdaya laut, pengaturan konservasi, pencegahan pencemaran, 

rehabilitasi sumberdaya pesisir serta pengelolaan kekayaan laut;  

l. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan wilayah laut, 

pencegahan pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan, dan 

rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut serta 

lingkungannya;  

m. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan 

konservasi plasma nutfah spesifik lokasi, kawasan konservasi 

perairan dan rehabilitasi perairan;  

n. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan 

menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi 

bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek konservasi dan 

keanekaragaman sumberdaya hayati;  

o. pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat;  

p. pelaksanaan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai 

aspek konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati sebagai 

bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;  

q. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, 

penataan, pengelolaan dan pengendalian teknis aspek kawasan 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;  

r. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan 

sumberdaya ikan, Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha 

Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah laut sampai dengan 

12 mil;  

s. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana, 

penanganan barang bukti, awak kapal, tindak lanjut pidana kelautan 

dan perikanan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan 

dan kerjasama penegakan hukum;  

t. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pembinaan, pemantauan 

dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan aspek 

pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;  

u. pelaksanaan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas 

(POKMASWAS);  

v. pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Pengawasan 

Usaha Perikanan Tangkap, Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan sampai dengan 12 mil;  

w. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, pemantauan 

terhadap permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial 

serta realisasi aspek pengawasan sumberdaya kelautan dan 

perikanan;  

x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 



 Paragraf 3 

Bidang Perikanan Tangkap 

Pasal 254  

 

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan sumber daya ikan dan 

kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan dan pelabuhan 

perikanan. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengelolaan sumber daya 

ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, dan 

pelabuhan perikanan. 

b. pelaksanaan melaksanakan koordinasi penyusunan dan menghimpun 

bahan kebijakan teknis pengelolaan sumberdaya ikan dan 

kenelayanan; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, aspek 

pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan; 

d. pelaksanaan pendataan produksi hasil perikanan, penyusunan 

statistik perikanan tangkap dan pembinaan kelembagaan nelayan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis aspek dan 

fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan; 

f. pelaksanaan kebijakan sistem informasi kenelayanan dan penguatan, 

kapasitas kelembagaan, sistem akses permodalan, promosi dan 

investasi di bidang perikanan tangkap; 

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta 

realisasi aspek Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan; 

h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan koordinasi, pembinaan 

dan pengendalian teknis izin usaha kapal perikanan dan alat 

penangkap ikan serta pengembangan dan penyebarluasan teknologi 

penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan; 

j. pelaksanaan pengendalian dan pertimbangan teknis izin usaha 

perikanan tangkap untuk kapal perikanan dan pemanfaatan alat 

bantu penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum, 

pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta 

pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran 1 GT s/d 30 GT; 

k. pelaksanaan pengendalian kegiatan, pemantauan dan evaluasi 

penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 

l. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta 

realisasi aspek Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan; 

m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 



n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta 

menghimpun bahan kebijakan teknis pelabuhan perikanan meliputi 

inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem 

informasi potensi Pelabuhan Perikanan; 

o. pelaksanaan kebijakan pembangunan, pemanfaatan dan 

pemeliharaan Pelabuhan Perikanan, kebijakan rencana 

pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan 

perikanan baru dan kebijakan pembangunan jasa-jasa pelabuhan 

perikanan; 

p. pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan di 

wilayah laut dan perairan umum, kebijakan tata operasional 

pelabuhan perikanan dan koordinasi kesyahbandaran dan 

pemantauan dan evaluasi teknis pelabuhan perikanan; 

q. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta 

realisasi aspek pelabuhan perikanan; 

r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Paragraf 4 

Bidang Perikanan Budidaya 

Pasal 255  

 

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, 

evaluasi dan pelaporan terkait produksi dan usaha, sarana dan 

prasarana, kesehatan ikan dan lingkungan. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait produksi dan usaha, sarana 

dan prasarana, kesehatan ikan dan lingkungan. 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan 

usaha pembudidayaan ikan, fasilitasi dan penerbitan izin usaha, 

pendataan sarana prasarana, dan produksi perikanan budidaya; 

c. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya 

meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data, pengumpulan 

data statistik perikanan budidaya serta penyusunan sistem informasi 

potensi produksi dan usaha pengembangan perikanan air tawar, air 

payau dan laut; 

d. pelaksanaan uji coba percontohan penerapan teknologi budidaya ikan 

spesifik wilayah dan bahan teknis peningkatan produksi perikanan 

budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi melalui 

penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB); 

e. pelaksanaan standarisasi, kelayakan teknis serta evaluasi penerapan 

teknologi dalam kegiatan pengembangan usaha perikanan air tawar, 

air payau dan laut; 



f. pelaksanaan koordinasi, kerjasama kemitraan, pengembangan 

sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidaya ikan, fasilitasi 

dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan dalam rangka 

pengembangan investasi;  

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta  

realisasi aspek produksi dan usaha;  

h. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut; 

i. pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di 

laut; 

j. pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau 

dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak 

negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota; 

k. pelaksanaan penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan 

air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila 

dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak 

negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;  

l. pelaksanaan monitoring, inventarisasi, identifikasi dan analisis data, 

evaluasi standardisasi kelayakan teknis dan mutu, ketersediaan  

sarana dan prasarana pengembangan budidaya perikanan air tawar, 

air payau dan air laut;  

m. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan aspek Sarana dan Prasarana budidaya 

perikanan; 

n. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pencegahan, 

penanggulangan hama, penyakit dan pencemaran perairan serta 

dampak yang ditimbulkan dalam aspek kesehatan ikan dan 

lingkungan;  

o. pelaksanaan perlindungan sumberdaya meliputi inventarisasi,  

identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi 

potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama 

penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan 

kimia dalam kegiatan budidaya ikan; 

p. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pengendalian, pengawasan, 

peredaran dan penggunaan obat ikan bahan kimia, bahan biologi, 

dampak penggunaan sarana produksi serta higienitas dan sanitasi 

lingkungan usaha perikanan budidaya;  

q. pelaksanaan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai 

kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan 

lingkungan perairan;  

r. pelaksanaan pembinaan, pengedalian teknis, monitoring dan evaluasi 

kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan serta fasilitasi 

kesehatan ikan dan lingkungan;  

s. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi, pemantauan terhadap 

permohonan bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial serta 

realisasi aspek produksi dan usaha,  sarana dan prasarana serta 

kesehatan ikan dan lingkungan;  



t. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;  

u. pelaksanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan 

kawasan pembudidayaan ikan; dan 

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Paragraf 5 

Bidang Pengolahan dan Pemasaran 

Pasal 256  

 

(1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, 

pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait bina mutu dan diversifikasi 

produk, pengembangan investasi dan logistik,promosi dan pemasaran. 

(2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 

Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan 

koordinasi serta pembinaan teknis terkait bina mutu dan diversifikasi 

produk, pengembangan investasi dan logistik,promosi dan pemasaran. 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek 

pengembangan mutu dan diversifikasi produk meliputi inventarisasi, 

identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi unit 

usaha pengolahan perikanan skala kecil, menengah, eksportir dan 

industri perikanan, dan fasilitas penunjang pasca panen; 

c. pelaksanaan pengembangan mutu dan diversifikasi produk serta 

bahan kebijakan teknis kendali mutu di unit pengolahan sesuai 

standar Pengolahan Ikan yang Baik (good manufacturing 

practice/sertifikasi kelayakan pengolahan) dan Prosedur Penerapan 

Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan (UPI); 

d. pelaksanaan fasilitasi, kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan 

berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, menengah dan 

modern; 

e. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba teknologi baru/teknologi terapan 

diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan 

instansi/lembaga penelitian, dan peningkatan keterampilan 

sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan; 

f. pelaksanaan pembinaan, pengendalian teknis dan pemantauan 

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan aspek pengembangan mutu dan diversifikasi produk; 

g. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan 

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan 

dan hibah/bantuan sosial di Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi 

Produk;  

h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

i. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan 

pengembangan investasi dan logistik meliputi inventarisasi, 

identifikasi dan analisis data, penyusunan sistem informasi investasi 

dan logistik, serta pelayanan usaha; 



j. pelaksanaan fasilitasi, standarisasi, kriteria, prosedur, dan sosialisasi 

teknis pengembangan investasi dan logistik hasil perikanan; 

k. pelaksanaan fasilitasi pemetaan dan informasi produk kelautan dan 

perikanan, jaringan distribusi dan kerjasama kelembagaan, tata kelola 

dan pemantauan produk kelautan dan perikanan;  

l. pelaksanaan standarisasi dan diklat sertifikasi sistem mutu hasil 

perikanan, pengumpulan dan analisa data statistik, ketenagakerjaan 

dan kemitraan; 

m. pelaksanaan penerbitan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah 

provinsi, investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; 

n. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 

urusan pemerintahan provinsi aspek pengembangan investasi dan 

logistik;  

o. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan 

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan 

dan hibah/bantuan sosial di Seksi Pengembangan Investasi dan 

Logistik;  

p. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, pengendalian dan penyusunan 

bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Seksi Pengembangan 

Investasi dan Logistik;  

q. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;  

r. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis aspek 

Promosi dan Pemasaran meliputi inventarisasi, identifikasi dan 

analisis data serta penyusunan sistem informasi unit usaha 

pengolahan perikanan skala kecil, menengah, besar, eksportir dan 

industri perikanan dan potensi pasar lokal; 

s. pelaksanaan promosi, pemasaran hasil perikanan, sosialisasi 

penerapan persyaratan dan standar, pedoman, kriteria dan prosedur 

pengembangan serta fasilitasi dan penguatan Promosi dan Pemasaran 

Hasil Perikanan; 

t. pelaksanaan rekomendasi, kebijakan promosi dan pemasaran hasil 

perikanan melalui pameran, bazaar, expo, festival, demo dan promosi 

usaha lainnya; 

u. pelaksanaan manajemen pemasaran hasil perikanan kepada pelaku 

usaha melalui temu usaha, temu bisnis dan lainnya; 

v. pelaksanaan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan 

masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan; 

w. pelaksanaan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan 

pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan 

dan hibah/bantuan sosial aspek bina mutu dan diversifikasi produk, 

pengembangan investasi dan logistik serta promosi dan pemasaran; 

x. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

 

 



Pasal 257  

 

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Kesembilan Belas 

Dinas Kebudayaan 

Pasal 258  

 

(1) Dinas Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. 

(2) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah 

dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, 

Kesenian; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Cagar Budaya, Sejarah 

dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, 

Kesenian; 

c.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Cagar Budaya, 

Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, 

Kesenian; 

d.  pelaksanaan administrasi dinas bidang di Sekretariat, Cagar Budaya, 

Sejarah dan permuseuman, Adat Tradisi dan Karya Budaya takbenda, 

Kesenian;  

e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang 

terintegrasi;  

        f.  pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; 

        g. penyampaian   Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah 

secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan 

tugas dan fungsinya. 

(3) Dinas Kebudayaan terdiri dari: 

a. Sekretariat; 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Cagar Budaya; 

d. Bidang Sejarah dan Permuseuman; 

e. Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Takbenda; 

f. Bidang Kesenian; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

 

 

 



b. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 817); 

c. Keputusan Gubernur Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Koordinator dan 

Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; dan 

d. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1506 tentang Sub 

Koordinator di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 389  

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur   ini   dengan   penempatannya   dalam   Berita   Daerah   Provinsi 

Kepulauan Riau. 

 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 12 Juni 2023 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 

 

 

ANSAR AHMAD 

 

Diundangkan  di  Tanjungpinang  

pada tanggal 12 Juni 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 

 

 

 

  ADI PRIHANTARA 
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